& Mengingat

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa untuk mclaks;nakan Peraturan Menteri ‘
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 te
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib
administrasi pelaksanaan barang milik daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, 4l
dipandang perlu mengatur tentang tata cara penilaian dan
pemindahtanganan barang milik daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repsum §
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20

bangankeuanganAntam'
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10.

AL

125

13.

Und e
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5679); '
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminiltmd :
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor
4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. ﬁamran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
oman
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA F

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
o1
2

gk

Perubahanatul’eraturanbmab
PembentukandanSusunanPerenskat

2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggaraan Pernerintahan
pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai unsur yang memimpin
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyel
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sele
dﬂl&h Badan ngclola Keuangan dan Aset Daerah
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15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22,

23.

kekayaan yang dipisahkan un
pada badan usaha milik Negara,

i n kepemilikan

oleh Pengguna Barang untuk menggunaka barang yang berada

penguasaanya dengan sebaik-baiknya. _
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan

kompetensi yang dimiliknya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas R
suatu objek penilaian berupa barang Milik Daerah pada saat tertentu. !
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah |
Daerah. q

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan A
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling
sedikit nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. ‘
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
tuk diperhitungkan sebagai modal/saham
badan usaha milik daerah, atau b
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undangan; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan
berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Vo T
Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah

Pasal 3

(1) Pengelola barang mengusulkan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) Tim penilai melakukan penilaian barang milik daerah untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim penilai memhberikan hasil penilaian barang kepada Bupati melalni Pengelola
Barang. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan neraca
OPD dan himpunan neraca OPD menjadi neraca Pemerintah Daerah.

(4) Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, pengguna barang
akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan hasil yang diberikan oleh

tim nenilai,
Pasal 4

Format dan Bagan Alur/Flowchart Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 5

|
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peujualan Barang Milik Daciali yaug berada pada peugelola L
& IniSinGf Bupsati; den
b. permohonan pihak lain.

Pasal 8
(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat
perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengelola
barang.
(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai
perencanaan penjualan.
(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan dengan membentuk Tim
untuk melakukan penelitian.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
a. penelitian data administratif; dan
b. penelitian fisik.
Pasal 9
(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf
dilakukan untuk meneliti :
: .. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi '
perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data
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1 5MmmtﬂmDPRDmW' t
" maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu
penilaian nlang
bile Mpenihhnuhnglebihﬁngglatausama,ataulcbihrendahdm :
hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD, Bupati tidak perlu
mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah

kepada DPRD.
(10) Bupati melaporkan hasil penilaian nlang kepada DPRD.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan persetujuan.

{2) Kepntnusan penjnalan paling sedikit memnat *

a. data barang milik daerah yang akan dijual;
b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
¢. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

(3) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan penjualan barang milik
daerah vang dilaknkan secara lelang, Pengelola Rarang mengainkan permintaan
penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang.

(4) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan penjualan barang milik
daerah yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan
harang m milik daerah secara langsiing kepada calon pemheli

{5) Penjualan barang milik daerah dilakukan serah terima barang berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara

lelang; dan
m jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa

wﬁnabmangdmmngkandalamaeﬁtaAcamSetherhmM
1 AcaraSerahTeﬂma,PenggunaBamnng sula
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(1)

(2)

surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli at:

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah ja

10 (sepulih) tahun sejak pemhelian pertama hagi Peiahat Negara:

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat
pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan
dinas eehagaimana dimakend nada hurnf e

€. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan

i surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pemah dituntut

Pasal 12
Berdasarkan Surat Permohonan, Pengguna Barang melakukan persiapan

r\emgh@g?_n npnnmlnn antara lain -

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan telah selesai, Pengguna Barang

melalui Pengelnla Rarang mengainkan nsnlan peninalan kepada Rupati selakn

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:

fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

surat permohonan dan dokumen pendukung;

rincian hiava vang telah dikelnarkan oleh pemerintah daerah

perbmkm-l“iendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam ]
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
mmtpemyataandanpenggunabmbahwaswah'

L

po o
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an hasil penelitian dan penilaian, palingsedildtmemuat:

a. daraan perorangan dinas,;

b. nilai perolehan;

c. nilai buku;

d  harga inal kendaraan perorangan dinas: dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan untuk Pejabat Negara.

(2) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas
tanna melalni lplnrm Ruinati memheritahukan secara tertulis lrﬁnarln nemnhnn
melalui Penggelola Barang.

(3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengelola Barang
melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara.

(4) Rerdasarkan penetanpan cphaommsma dimakand avat (1), Pengguina Rar: rang
menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang
ditandatangani Bupati dengan Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

(5) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;
h  data kendaraan perorangan dinas;

c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan

d. hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 15
£ m anbat Negam melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari :

yang berlaku; dan
o ﬂﬂah dikcluarkan oleh pemermtah daerah unmk
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} Mmgamgolonganﬂlyangdapatmmgajtﬁanpﬂmdﬁm_
! S adalah Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang
, - bersangkutan:
\ ]
| o

- 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

2 bhelum pernah membeli atan mempernleh fasilitas mimah dan/atan
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4. Apabila penghuni rumah negara golongan III meninggal dunia, maka
pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud
dapat diajnkan oleh anak sah dari penghnuni yang bhersanglanitan.

5. Apabila  Pegawai Negeri Sipil pemerintah  daerah  yang
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan meninggal dan tidak
mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah
daerah.

b. Penghuni rumah negara galongan 11T yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan adalah pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan telah:

1. menerima pensiun dari negara;

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

2

helum pernah membeli ataun memperoleh fasilitas mmah dan/atan

tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

c. Penghuni rumah negara golongan IIl yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan adalah Janda/duda Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah
vang hersangkntan:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang

- almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa
; 10 (sepuluh) tahun, atau masa kerja almarhum

a/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang
cl -menijadi janda/duda herinmlah seloarang-lkurangnya :
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dari pemerintah tidak dapat lagi mengainkan permohonan
hak atas rumah negara golongan III.

Pasal 17
| usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan
ran oleh Pengguna Rarang/Knasa Pengegnna Rarang rumah negara !
III kepada Bupati. |
engguna Barang rumah negara golongan Il bertanggung jawab penuh atas
i mmran dan keabsahan data dan dokumen.
~ (3) Pengajuan usul yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen:

a surat nernvataan dari Pengoina Rarang mmah negara golongan I vang

menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam
keadaan sengketa;
- b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik
. daerah;
- d. Surat ljin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;
f. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah
negara golongan III; dan
 surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari
 Pengguna Rarang mimah negara golongan 111

Pasal 18
kan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan
i atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara
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uran pﬁ'tamadiutapkanpalingsedﬂdts% (lima puluh persen)

- negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian

latangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling

lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan

;emtumn pernindang-nndangan,

menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan

-hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga

3 mmah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli.

: ﬂ Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan
T dalam hentnlk pengalihan hak harms dilapoarkan kepada Rupati dengan
melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan
harga rumah negara golongan III setelah penerbitan keputusan.

@ Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah
untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

i, BAB IV
y TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 20
an  tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada
pengelola barang dan permohonan tukar menukar dari pihak
Pusat,  Pemerinfah Daerah lainnya, Radan Ilsaha Milike
atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki
15 atau Swasta) diawali dengan pembentukan Tim oleh
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T

)
ol 4

dihmngksn dalam berita acara penelitian.
ikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati
ing milik daerah menjadi objek tukar menukar. e
¢ peneinpan sebagaimana dimaksud ayat (6), Pengelola Barang
menyusun ﬂncian rencana barang pengganti sebagai berikut:
a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata "1
b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan |
prasarana penunjang; dan
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang
dan spesifikasi barang.

Pasal 21
(1) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang
akan ditukarkan dan barang pengganti.
(2) Hasil Penilaian disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.
(3) Berdasarkan hasil penilaian, Bupati melakukan penetapan mitra tukar
menukar.
(4) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat :
a. mitra tukar menukar;
b. barang milik daerah yang akan dilepas;
c. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku
pada tanggai keputusan diterbitkan; dan
d. rincian rencana barang pengganti.

Pasal 22

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar l
- kepada Bupati.

(2) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.
Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Bupati dan mitra tukar
W menandatangani pel]anpan tukar menukar.

; etelah menandatangani perjanjian tukar, mitra tukar menukar

bangunan/pengadaan barang pengganti sesuai
e ukar untuktukarmenukaratashamg )
dan :
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, wnu. antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita
- Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan
mitra tukar menukar.
(2) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar Pengelola Barang melakukan serah
terima barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang
Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan
permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai

barang milik daerah.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang
Pasal 25

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada

Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang

ditandatangani oleh Pengguna Barang;

¢. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;

d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas, diantaranya :

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan,
umttik barang milik daerah berupa tanah;
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b. penelitian data administratif, dan

¢. penelitian fisik.

{2) Penelitdan adminisiraiif dilakukan uniuk meneiiii ;

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan
nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
tahun pembuaian, kode barang, kode regisier, nama barang, konsiruksi
‘ bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku,

untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
¢. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai

cﬁ

peroiehan, nilai buku, kondisi barang, dan buki kepewilikan kendaradan
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah
yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan
dalauin beriia acara penelitian.
(4) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk .
penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar. 4
(5) Berdasarkan penetapan, Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang
penggani sebagai berikud :
a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata e
ruang wilayah; :
‘bangunan meliputi : jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta s

X rk\‘
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kar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih
ohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.

persetujuan tukar menukar, Bupati dan mitra tukar
datangani perjanjian tukar menukar.
. ani perjanjian tukar, mitra tukar menukar melaksanakan :
punbanguuuu/ pengaddan  barang pengganii  sesuai  dengan
n tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik daerah
h dan/atau bangunan; dan
melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai

pﬂ]ﬂum tukar wenukar lermasuk wenyelesaikan peoguiusan
n administratif yang diperlukan, untuk tukar menukar atas barang
h berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 28
Ti uniuk meiakukan monioring peidksanaan pengadaan/
g pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan
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barangmﬂﬂcdaerahyangdﬂepasdarlwr

BAB V
HIBAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 30

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang

dilakukan berdasarkan :

a, inisiatif Bupati; atan

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.
(2) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan
pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan
wnya;npamn permononan vieir piliaic peroion kepada Bupall yang memudd : ,

& dahipemohon,

Rt
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 (7) Hasii peneliiian diluangkan daiam berila acara peneiiiian,

'}_‘ @ Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk
- menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

' Dnlam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan,
upal.i mwelaiui  Pengeioin Barang meminiag  sural  pernyaidan  kesediaan

- menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 31

la Rarang mengainkan permohonan persetuinan hihah kepada Rupati
hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
kan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

johonan hibah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD,
n kepuiusan pelaksanaan hibah, yang sekurang- kurangnya

SR
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A /-‘h s Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 32
(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan
pembentukan Tim Internal pada OPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan
penclitian yang mcliputi:
a. penelitian data administratif; dan
5 b. penelitian fisik.
s (2) Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti :
4. siaius dan bukii kepemiiikan, gambar situasi iermasuk lokasi tanai, iuas,
~ kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan,
" untuk data barang milik daerah berupa tanah;

ai peroieiian, niiai buku, dan staius kepewilikan uniuk d aia
th T ipa b angunan; Ea = §
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g menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 33

& _mmn permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7),

~ Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian yang meliputi :

| a. penelitian data administratif; dan

h penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilakukan untuk meneliti :

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan,
untuk data harang milik daerah hernpa tanah;

' b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data
barang milik daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
harang kode register, nama harang nilai pernlehan nilai bukn dan jumlah
untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
dan

d. data calon penerima hibah.

(3) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat

melakukan klarifikasi kepada instansi vang herwenang dan herkompeten

mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
. Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan
~ cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data
stratif.

penelitian dituangkan dalam herita acara penelitian,

: bgmngmilﬂtdaerah menjadi objek hibah.
sarkan benta acara penelitian Hibah dapat dilaksan;
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penyeiesaian perselisiiian.
Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Berdasarkan Beriia Acara Serah Terima (BAST), Peugguna Batang wengajukan
Wn penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

bila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang
nerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan

nan diserial dengan diasannyd.

BAB VI |
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH |

Bagian Kesatu
n Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daeral

&5
- R
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hasii kajian, penyerisan modai pemerinian daerai iayak
maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah
: Surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal
merintah daerah yang berasal dari barang milik daerah.

- Tim menyampaikan dokuwen hasii kdjian dan surai pernyaiaan kesediaan
‘menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.

'm Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal

pemerintah daerah kepada Bupati.

Pasal 36
(1) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada
DFPFRD
‘ (2) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD,
i Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima
penyertaan modal disertai dengan alasan.

|
|

: {3) Apabiia permoionan peayeridan woddl peweriniain daeraln aias Larang milik
P ~ daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan
~ keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan

jola Barang menyiapkai rancangan Peraiuran Daeralr ieniang penyeriaan
merintah daerah dengan melibatkan OPD terkait.

raturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah
m DPRD untuk dilakukan pembahasan bemm dan
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nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
~ keputusan penetapan status penggunaan.

okumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal
~ sesudi keieniuan peraiuran perundang-undangan.
Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi
 barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui
Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data

~ a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis,
 bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan atau nilai buku;

okumen hasii analisa kelayakan invesiasi mengenai penyeriaan modai
ai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan :
~ untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek
kan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai, untuk selain

unan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
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~ (2) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD,
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima
penyertaan modal disertai dengan alasan.

(3) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan
keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyeriaan
modal.

(4) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan
modal pemerintah daerah dengan melibatkan OPD terkait.

5) Rancangan FPeraiuran Daerall ieniang penyeriaan moddal  pemeriniain - daerai
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan
selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

ﬁ) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,

Pengeloia Barang meiaksanakan penyeriaan  wodal  pemeriniah  daerah

berpedoman pada keputusan Bupati.

erdasa peraturan daerah dan keputusan Bupati, Pengelola Barang
an serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah

1 yang dituangkan dalaw Berita Acara Seraii Teritna (BAST).

Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan
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KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 46
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BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR Bj/......./....../KPTS/PM/........

TENTANG

k " PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PULAU
P e MOROTAI TAHUN ANGGARAN ..........

BUPATI PULAU MOROTAI,

ki d Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan,
atau pemindahtanganan di Pemerintah Kabupaten Pulau

Morotai Tahun Anggaran ....... , sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penilai
Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran........ -

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4 r 47, Tambahan Lembaran Negara R
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Peraturan  Perundang-undangan  (Lemb
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara p
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik ‘
Indonesia ‘lahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007

Nomor 4737);

. Peraiuran Pemeriniaih Nomor 71 Tahun 2010 ieniang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara §

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan g

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Darang Milik Negara/Daerah {Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5533); o adas

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun :

[
=)

ail
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16.

i

18.

Menetapkan
KESATU

e Repak o oo B0

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan K
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten
Pulau Morotai, dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah daerah/pemanfaatan/pemindahtanganan
Tahun Anggaran dengan Susunan Tim sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU.
membantu Bupati dalam hal penilaian Barang
Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
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Segala biaya yang dikeluarkan sebagai
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan f
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pulau Morotai Tahun Anggaran

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

dite_tapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada

.................................
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TENTANG

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

. TAHUN ANGGARAN .............
| KEDUDUKAN DALAM TIM INSTANSI
.:J.u .
EERATARDPPOTA | ciiceveccaiensssiaeas sesvasasnsreinabines o (U SEE
, Sekretaris/Anggota . ;
o e - :
] G T SOOI e | e -
u,w. Anggota/Unsur Teknis .................................. ............ Lo
¥
-

: w,., Barang Milik

L

.‘;
s
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BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR: B/......./....../[KPTS/PM/........
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJ UALAN/PENGHAPUSAN
KENDARAAN DINAS MILIK KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa barang-barang milik pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai, dalam hal ini kendaraan bermotor Perorangan
dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umur
kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak
atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk Kkepentingan
dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan
milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah

Kabupaten Pulau Morotai yang sudah dipergunakan lebih

dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada

Pejabat Negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor .... Tahun....

Tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas

usulan permohonan penjualan dan dalam mela

penelitian Bupati membentuk Tim;
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ol - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

e Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

: Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

s Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

: 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

i Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- -

E Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

g Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

E Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

I Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

: Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

¥ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

= Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah ~ Daerah  Provinsi dan  Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran -

1d0onesia
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14.

15.

16.

177

. 18.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ridy
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau

Morotai Tahun 2017 Nomor al:
MEMUTUSKAN:
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,
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LAMPIRAN : ,
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR Bj/......[....../KPTS /{PM/20...550° 8
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJ
PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS N
PULAU MOROTAI

AN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
MILIK KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEDUDUKAN DALAM TIM

3
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lpun  hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-
1 tersebut adalah sebagai berikut:

........................................

an kendaraan

aian dan pemeliharaan
a pemelmaraan
-lain yang perlu

.........................................
........................................
........................................

........................................

™

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka
nitia mengusulkan sebagai berikut: ‘
s (daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual) pabe |
: (daftarkendaraan yang  diusulkan untuk
~ ditangguhkan dulu) & |
B e eeeee (daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan
paikan kepada Bupati Pulau Morotai untuk dipergunakan
a mestinya.

Morotai Selatan, Tanggal .... 20

......

M PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

NATAA.. .vacoes0s i

: : Tanda tangan ...............
. : D : Tanda tanga:l s
ssescsaswse : Tm m

*eceerstsicens

pl
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Nomor B = e haiie s s sememeninte s
schuni yang sah
dan nomor surat izin

permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati
MJ: o-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan

40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

19 Tahun 2016.
ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk

Morotai Selatan, ...........20: ..
Kepala OPD
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Penghuman

Belum pernah membeli/ memperoleh
rumah dari pemerintah

; ukan permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati
- berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan
' Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun
2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

~ Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

T Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk
~ kiranya dapat dikabulkan.

Morotai Selatan,

Materai

Dipindai dengan CamScanner



pat b rie L W
Almarhum Suami/Istri
. Daerah yang dimohon

% sesssssssssssssessENReIeReseRsaERRRTERe

SesesssesnassssssssssaRRRITTrssRaEaEERS

Blok R
Kampung/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

B. Huruf daftar Nomor

C. Nama penghuni yang sah
Tanggal dan nomor surat izin 1
Penghun.ian . R

-----------------------------------------

----------------------------------------

........................................

g.

-----------------------------------------

10.Belum pernah membeli/ b
memperoleh rumah dari pemerintah :

----------------------------------------

e

Mengajukan permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati
berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan !
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun

2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan
untuk kiranya dapat dikabulkan.

Morotai Selatan,
Kepala OPD

Materai
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TENTANG o
TIM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PENJUALAN/SEWA BELI

OLONGAN III DAN ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

e

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa rumah daerah golongan III dan atau tanah
bangunannya milik Daerah dapat dijual/disewa belikan
kepada pegawai;

b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas
rumah Daerah golongan III dan atau termasuk
bangunannya milik Kabupaten Pulau Morotai yang telah
direncanakan untuk dijual/disewa belikan kepada
pegawai, perlu dibentuk Tim Penelitian Dan Pengkajian;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  ayat [, ) ayakfi)
dan ayat ( ) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor ...
Tahun ... tentang Tata Cara Penilaian dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Bupati
melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang
diajukan penghuni rumah negara golongan III, selanjutnya
Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III
yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada
Bupati serta dalam melakl_lkan penelitian dan pengkajian
Bupati dapat membentuk Tim; [
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitias

\gkajian Penjualan/Sewa Beli Rumah Golongan
Atat Ganti Rugi Atas Tanah Bangunannya Milik

LIvuLa by A jf}l—-:[f
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e ra Republik Indonesia Tahun

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara w
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 |
Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
v‘ ) Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
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16.

i 8

18.

;;l:%mran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
o tangRPedom_an Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
P:Satr: epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
raturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor
2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:

Tim Penelitian dan Pengkajian
wa Beli Rumah Golongan III Dan Atau Ganti
Tanah Bangunannya Milik Pemerintah
Pulau Morotai, dengan Susunan Tim
tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

Tugas Tim Penelitian dan Pengkajian sebagaimana
i ud diktum KESATU tersebut diatas adalah:

Membentuk
Penjualan/Se
Rugi Atas
Kabupaten
sebagaimana

administra

Dipindai dengan CamScanner




pada tanggal ...............coceeee

BUPATI PULAU MOROTAI,

asesssssansaen

cssseseass

PEET RS
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A
o LAMPIRAN
w i KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
L NOMOR B/......[....../KPTS/PM/20......
e TENTANG
e PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
i PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH GOLONGAN III DAN

ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

AN DAN PENGKAJIAN PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH GOLONGAN Il

S TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

T
KEDUDUKAN DALAM TIM JABATAN PADA INSTANSI
£ 3 4
¥
&3
ot
.T,( .
1 b BUPATI PULAU MO

& =~

i Lty
& b el
iy B

P ool
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data-data tersebut kami masing-masing anggota Tim
. memberikan taksiran harga rumah dang anti rugi atas
L sebagai berikut:

- Nama Anggota  Harga Rumah Ganti Rugi atas Tanah

| TR A R b RD | ivosnredvenisgect
RS e A =4 s IO PR
L T, e s Rp' i e '

,'l. ; R ol e ent sadlener RD. eeesiesopeonsins I

hasil pemeriksaan diatas, maka harga taksiraq ditetap}can dengan
. mengambil harga rata- rata dari penaksiran masing-masing anggota

~ Tim Penilaian yaitu: ) |

- Rumah sl s A S [PPPRPRIENE = e S, o 4 |
.~ Ganti Rugi atas Tanah IR e o (oliinhen s ey |
- Jumlah SRR pA S (s annis e et SR )

. aka taksiran harga rumah dang ganti rugi atas Tanah tersebut :
........................ TRl R
l}.: Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam
rangkap 8 (delapan) untuk digunakan sepenuhnya.

TIM PENILAI
TANDA TANGAN

------------------------

--------------
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M Y T T *trernae,
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theesecanian LR e

tersebut Rp ... . ditetapkan /tiq
dipergunakan untuk memt?angl.{n -

yang bersangkutan pada
rugi atas Tanah tersebut Rp

Bae oo oo o LCESCDUT TR SR ditetapkan /tidak
nilai pasaran yang sebenarnya . /

berlaku secara riil pada waktu
penilaian kami Nilaj Rumah adalah

 kami coeeiinic il A5 T
dah dan nilai ganti rugi atas Tanah adalah St RS
R
R S (ot aes it e EE U ) ‘
7i atas Tanah TRD ol o SN o s e e et ) %,
R oo e ST (o sestonornsmnans e oa )

Rum ah dan Tanah dapat/tidak dapat setujui dipergunakan menjadi dasar
n harga penjualannya.

danlah berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam
ap 8 (delapan) untuk digunakan sepenuhnya.

TIM PENGKAJIAN,

TANDA TANGAN

D A S

--------------------
---------------

........
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B

. -0 . AL
AH DAERAH GOLONGAN 11l BESERTA GANT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

AW

.

a. bahwa rumah-rumah vang dimohon untuk dibeli
oleh para pegawai/pensiun/janda/duda tersebut adalah
rumah daerah golongan Il milik Pemerintah Kabupaten
Pu{au Morotai yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya
adalah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai;

b. bahwa para pegawai/pensiun/janda/duda calon pembeli
dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10
(sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan \
status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah |

|
\

Kabupaten Pulau Morotai:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III
Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan \
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ~
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘
Indonesia Nomor 4286); ‘

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran W

Republik Indonesia Nomor 4356);, .. s R
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% 'S Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
raturan - Perundang-undangan  (Lembaran Negara
P blik I;lldoneem Taht_m 2019 Nomor 183, Tambahan
- baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undar%g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenn.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
: Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
1 Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi  dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007
- Nomor 4737);

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
< Indonesia Tahun 2010

Dipindai dengan CamScanner
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18.

1 Tahun 2011 tentang perubahan Atas
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 18); :

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor
24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun

2017 Nomor 2);

Surat Permohonan Saudara  ..cceeeencennean

...................

.........
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Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR Bj/....../....../KPTS/PM/20......
TENTANG

PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III
ATAS TANAHNYA MILIK PEMERINTAH KABUPA'

'KABUPATEN PULAU MOROTAI

NAMA PEMBELI ALAMAT PEMBELI

= S

BUPATI PULAU MORGQ

sesesssrassesssresasan
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NJUALAN UNTUK KENDARAAN DINAS PERORANGAN (4.1.C.ii)
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ATAS PERMOHONAN DARI PENERIMA HIBAH (4.2.E.i)
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